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ABSTRAK 

Kekerasan Seksual marak terjadi diberbagai daeerah, tidak hanya perorangan saja 

yang menjadi korban namun menyebar juga ke segala gender. Hal ini dapat 

menjadi salah satu faktor tindak pidana kejahatan. Namun, orang-orang yang 

menjadi korban pun belum mendapat perlakuan adil sebagaimana mestinya. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Kepolisian 

Resort Kota Besar Palembang beserta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

dalam penanganan tindak pidana kejahatan yang ditimbulkan akibat Kekerasan 

Seksual serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian Normatif-Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

upaya Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dan Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban dalam penanganan tindak pidana kejahatan akibat Kekerasan 

Seksual serta faktor yang mempengaruhinya menjadi tiga upaya, yaitu upaya pre-

emtif, upaya preventif dan upaya represif. Penanganan tindak pidana kejahatan 

yang ditimbulkan akibat Kekerasan Seksual terbagi menjadi faktor penegak 

hukum, faktor fasilitas dan sarana penegakan hukum, faktor lingkungan dan 

faktor kebudayaan. 

Kata Kunci : Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Tindak 

                Pidana Kejahatan, Kekerasan Seksual. 

 

Palembang,              2020 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum pidana merupakan peraturan Hukum mengenai pidana. Kata 

“pidana” berarti hal yang dipidanakan, yaitu dilakukan oleh instansi yang 

berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak 

dirasakannnya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.
1
 Strafbaar feit 

merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu, tindak pidana, delik, 

perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. 

Kata Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Berbagai 

istilah yang digunakan sebagai terjemehan dari strafbaar feit itu 

diterjemahkan sebagai pidana dan hukum.
2
 

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

sanksi yang berupa pidana tertentu.
3
 Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan 

                                                 
1
 Wirjono Prodjodikoro., 1981, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, Eresco, 

hlm. 1 
2
 H. Siswanto Sunarso, 2015, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, 

Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 166 
3
 Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 54 



 

 

pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja 

yang perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan 

ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
4
 

Pengertian yang abstrak itu digunakan istilah „peristiwa‟ sebagaimana 

diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang memakai 

istilah “peristiwa pidana”. Sebab peristiwa adalah pengertian yang konkrit, 

yang hanya menunjukkan kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya 

pemerkosaan terhadap perempuan.  

Dalam beberapa tahun ini meningkatnya kasus pemerkosaan setiap 

tahunnya. Menurut sejumlah organisasi hak-hak perempuan, angka kasus 

pemerkosaan di Bandung selama tahun 2017 mengalami 

peningkatan,Polrestabes Bandung mencatat terdapat 2.505 kasus yang 

ditangani. Jumlah itu mengalami penurunan dibanding 2016 yang menangani 

3.760 Kasus.
5
 Berdasarkan Data yang didapatkan bersumber Catatan Tahunan 

Komnas Perempuan Tahun 2018, di ranah privat/personal, persentase tertinggi 

adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% 

(2.979 kasus), kekerasan psikis 15%  (1.404 kasus), dan kekerasan ekonomi 

13% (1.244 kasus). Hal lain yang mengejutkan suatu pada Catatan Tahun 

                                                 
4
 Ibid 

5
 Reni Susanti, 2017 Kasus Pemerkosaan dan Korupsi di Kota Bandung Meningkat, 

https://regional.kompas.com/read/2017/12/29/07224841/2017-kasus-pemerkosaan-dan-korupsi-di-

kota-bandung-meningkat?page=all, di akses pada tanggal 26 September 2019 pukul 10.23 WIB 

https://regional.kompas.com/read/2017/12/29/07224841/2017-kasus-pemerkosaan-dan-korupsi-di-kota-bandung-meningkat?page=all
https://regional.kompas.com/read/2017/12/29/07224841/2017-kasus-pemerkosaan-dan-korupsi-di-kota-bandung-meningkat?page=all


 

 

2018, dimana untuk kekerasan seksual di ranah privat atau personal ini, incest 

atau yang sering disebut hubungan sedarah.  

Merupakan setidaknya kasus yang paling banyak dilaporkan yakni 

sebanyak lebih dari 1.210 kasus, kedua adalah kasus perkosaan sebanyak 

dimulai terhitung 619 kasus, kedua adalah kasus perkosaan sebanyak 619 

kasus, kemudian persebutuhan atau ekspoloitasi seksual terhadap korban 

anak-anak dan perempuan dewasa sebanyak 555 kasus. Dari total 1.210 kasus 

incest, sejumlah 266 kasus (22%) dilaporkan ke polisi, dan masuk kedalam 

proses pengadilan 160 Kasus (13,%).
6
 Berdasarkan data yang diperoleh, 

jumlah penanganan kasus-kasus anak 2013-2019.
7
 

JUMLAH PENANGANAN KASUS ANAK ATAU TINDAK PIDANA 

TERHADAP ANAK DARI TAHUN 2013 -2019 

 

 

TAHUN 

KASUS YANG DILAPORKAN 

 

PENCABUL

AN 

TERHADAP 

ANAK 

 

PERSETUBUH

AN 

TERHADAP 

ANAK 

 

KEKERASAN 

TERHADAP 

ANAK 

 

PENCULIKA

N 

TERHADAP 

ANAK 

                                                 
6
 Iwan Setiawan, S.H., M.H., 2018, Suatu Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum 

Pidana Indonesia, penerbiat Fakultas Hukum:Universitas Galuh, hlm.126 
7
 Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan 
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53 

 

119 
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2018 

 

45 

 

44 

 

91 

 

- 

 

2019 

 

17 

 

37 

 

65 

 

- 

 

Di tahun 2013 – 2016 jumlah kekerasan terhadap anak terus meningkat 

23% dan pencabulan terhadap anak meningkat 80% dan di tahun 2019 

pencabulan terhadap anak hanya mencapai 17 kasus yang tercatat yaitu kasus 

tindak pidana pencabulan terhadap anak. 



 

 

Fenomena kejahatan pemerkosaan atau kekerasan seksual pada era 

globalisasi saat ini sangat menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin 

beratnya kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan, namun 

intensitasnya pun makin mengkhawatirkan, kejahatan-kejahatan seperti ini 

marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang sering kita lihat 

diberbagai media cetak, media elektronik, maupun media massa yang 

menayangkan dan memberitakan tentang kasus-kasus tersebut, selain dari itu, 

peningkatan skala raung, bentuk, intensitas, dan derajat kekerasan seksual 

terhadap perempuan, juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak 

dilakukan.
8
 Kejahatan perkosaan merupakan suatu kejahatan kesusilaan 

terhadap perempuan, dimana kejahatan ini sering terjadi di masyarakat karena 

berbagai macam faktor serta pengaruh yang dapat mempengaruhi terjadinya 

suatu tindak kejahatan tersebut.
9
 

Norma tindak pidana kekerasan seksual telah diatur didalam KUHP 

dan diluar KUHP yaitu pada pasal 285, 286, 287, 288, 289, 290 KUHP dan 

bukan hanya dalam KUHP diatur tentang Kekerasan Seksual, tetapi juga 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

telah di atur dalam pasal 69, Pasal 78, 80, 81, pasal 82 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sudah secara jelas 

                                                 
8
 Andika Legesan, 2012, Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak 

Pidana Pemerkosaan, penerbit Universitas Sam Ratulangi: Lex Crimen, hlm. 10 
9
 Ibid, hlm. 11 



 

 

mengatur tentang Kekerasan Seksual. Yang dimaksud dengan kekerasan 

adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau 

barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan 

yang dikerasi. Mengenai perluasaannya, termuat dalam Pasal 89 KUHP 

sebagai berikut:  

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 

menggunakan   kekerasan”  

Dalam hal ini peraturan didalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana membuat perbedaan atas semua jenis tindak pidana dalam kejahatan 

dan pelanggaran. BUKI II memuat jenis-jenis kejahatan, sedangkan BUKU III 

segala jenis pelanggaran. Penggolongan dalam kejahatan dan pelanggaran ini 

didasarkan atas perbedaan antara “Rechtdelicten” dan “Wetsdelicten”, yang 

berarti:
10

  

Rechtdelicten 

“Perbuatan-perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, 

wajar untuk dapat dihukum, meskipun belum terdapat Undang-

Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman.” 

Wetsdelicten 

                                                 
10

 H.A.K. Moch. Anwar, 1986, Hukum Pidana Bagian Khusus: Jilid I, Bandung, alumni, 

hlm.12 

  



 

 

“Perbuatan-perbuatan dapat dihukum, karena perbuatan-perbuatan 

tersebut secara tegas dinyatakan didalam Undang-Undang sebagai 

terlarang dengan hukuman.” 

 

Terhadap sandaran ini terdapat berbagai sanggahan yang menyatakan, 

bahwa pada hakekatnya rechtsdelicten-pun baru dapat dilarang dan diancam 

dengan hukuman apabila sudah secara tegas diletekkan di dalam Undang-

Undang. Hingga sandaran ini tidak dipergunakan lagi. Sandaran lain 

ditemukan dalam sifat berat ringannya sesuatu tindak pidana; bentuk (sanksi) 

yang ringan adalah pelanggaran , sedangkan yang lebih berat dikatakan 

sebagai kejahatan, kedua-duanya adalah merupakan rechts- dan wetsdelicten. 

Dalam hal ini kekerasan seksual atau pemerkosaan termasuk dalam hal pidana 

khusus. 

Perkosaan atau kekerasan seksual tidak bisa dipandang sebagai 

kejahatan yang hanya menjadi urusan pribat (individu korban), namun harus 

dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan 

bentuk perilaku yang tidak beromral dan keji yang selain melanggar HAM, 

juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi kaum 

perempuam.
11

 Korban tindak pidana pemerkosaan itu sendiri bukan hanya 

wanita yang telah dewasa, melainkan tindak pidana pemerkosaan itu sendiri 
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sekarang bisa terjadi pada anak perempuan yang masih kecil, yang masih 

tidak tahu dengan apa itu hubungan seksual. Bukan hanya tidak mengenal 

umur korbam, tindak pidana pemerkosaan juga dilakukan tidak mengenal 

tempat. 

Tindak pidana perkosaan atau biasa disebut sebagai tindak pidana 

kekerasan seksual bukan merupakan tindak pidana yang baru tetapi 

merupakan tindak pidana konvensional yang banyak terjadi dimasyarakat 

bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat tajam. Seolah-olah pelaku 

tindak pidana perkosaan tdak jera akan atau tidak takut sama sekali akan 

sanski yang akan diterima seperti yang tercantum dalam pasal 289 KUHP 

yang berbunyi: 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan 

memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang 

menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun.” 

 

Jika melihat formulasi sanski yang tertulis dalam pasal 289 KUHP 

diatas maka hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah sangat berat 

dua belas tahun, tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat Hakim 

sangat jarang menjatuhkan sanski pidana maskimal seperti yang tercantum 



 

 

didalam pasal 289 KUHP, banyak Hakim menjatuhkan hukuman yang sangat 

ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan salah satu hal ini yang 

menyebabkan semakin meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat. 

Dalam pasal 289 KUHP menysaratkan keharusan adanya persetubuhan 

yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai 

dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai 

dengan ancaman dan kekerasaan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.  

Menurut Ratna Batara Munti dalam artikel berujudul “Kekerasan 

Seksual: Mitos dan Realitas” menyatakan antara lain di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. 

KUHP, menurutnya hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur di 

dalam Pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Dengan demikian, unsur 

penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan 

pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat sekual.  

Pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan, dalam hal ini 

terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup. Untuk kasus terkait percabulan atau 

perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa Visum et 

Repertum. Menurut “Kamus Hukum” oleh JCT Simongkir, Rudy T. Erwin 

dan JT Prasetyo, Visum et Repertum adalah surat keterangan/laporan dari 

seorang ahli mengenai hasil pemeriksaaan terhadap sesuatu, misalnya 

terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di 

pengadilan. 



 

 

Meninjau pada definisi di atas, maka Visum et Repertum dapat 

digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf 

c KUHAP: 

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta 

secara resmi daripadanya.” 

Penggunaan Visum et Repertum sebagai alat bukti, diatur juga dalam 

Pasal 133 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

 “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang 

korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena 

peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan 

permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau 

dokter dan atau ahli lainnya.” 

 

Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, 

maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana 

tersebut. Pada akhirnya, Hakim yang akan memutuskan apakah terdakwa 

bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan. 

 

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hukum bagi 

pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini perlindungan 

hukum bagi sih pelapor masih belum mencapai kepastian hukum. Dalam 



 

 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban tercantum dalam pasal 5 ayat (1), saksi dan 

korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 

dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.  

Peran saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting 

karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan 

kecenderungan keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap 

keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh 

pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat 

pemerhati hukum. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap saksi maka 

pada tanggal 18 Juli 2006 dilahirkan Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur secara jelas 

mengenai Saksi Pelapor Whistleblower. Oleh karena itu, untuk menunjukkan 

komitmennya Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana 

dan Saksi Pelaku yang bekerjasama di dalam tindak pidana tertentu. 

Pada tanggal 30 Agustus 2019 di Palembang, Sumatera Selatan. Telah 

terjadi kekerasan Seksual yaitu Pemerkosaan terhadap Mahasiswi Universitas 

di Palembang. Yaitu pelaku yang bernama D alias Deo, Deo adalah 

Mahasiswa berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia adalah 



 

 

seorang Mahasiswa merupakan pelaku terhadap tindak pidana kekerasan 

Seksual yang dimana korban bernama inisial S alias Shakira. Shakira adalah 

seroang Mahasiswi disalah satu Universitas di Palembang. Pelaku dijerat 

dengan pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.17 Tahun 

2016 Tentang Perlindungan Anak.
12

 

Dalam kasus ini terdapat 5 saksi termasuk saksi korban yang bernama 

Shakira seorang Mahasiswi berumur 16 Tahun. Pelaku dijerat pasal 76D 

KUHP jo Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 

Tentang Perlindungan Anak.  

Adapun bunyi pasal 76D yaitu; 

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang 

lain.” 

Dalam Kronologi kejadian Pelaku yang bernama Deo telah melakukan 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali 

berhubungan Intim dengan Korban.  Dalam hal ini korban yang bernama 

Shakira diancam akan dibunuh apabila korban tidak memuaskan nafsu pelaku, 

korban sempat menolak namun korban ketakutan. Pada tanggal 30 Agustus 

2019 korban dan pelaku tertangkap sedang berada di depan DPRD Kota 

Palembang samping Mall Palembang Icon, sebelumnya korban sempat berada 
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di Kampus bersama teman korban yang bernama Daffa dan Bagus di parkiran 

lalu Pelaku tiba-tiba datang untuk menjemput paksa korban lalu dibawa ke 

Kayu Agung, sebelum pelaku membawa korban, Pelaku mengancam Daffa 

untuk tidak melaporkan kepada siapapun. Ketika sudah melakukan 

pengancaman kepada teman korban, korban dibawa oleh pelaku, dengan cepat 

Korban menelpon Temannya yang bernama Indah, Indah dengan cepat 

melaporkan hal ini kepada Dosen bersama teman Indah, lalu Dosen tersebut 

melaporkan kejadian penculikan ini ke Orang Tua korban. Korban dan Pelaku 

tertangkap sedang berada di depan DPRD Kota Palembang dan langsung di 

bawa ke Polresta Palembang.  

Pasal 81 ayat (1), berbunyi: 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain.” 

Pasal 81 ayat (2), berbunyi: 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” 

Hal serupa terdapat kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, 

korban dengan inisial A berumur 14 Tahun telah mengalami pelecehan 

terhadap seorang pria beernama Deki Firmansyah alias Diki berumur 26 

Tahun. Deki melanggar pasal 76E KUHP Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-



 

 

Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak.
13

 

Dalam kronologi kejadian pada tanggal 26 November 2017, Deki 

awalnya mengajak A untuk membeli makan di salah satu pecel lele. Setelah 

menemani Deki alias Diki membeli makan. Korban diajak bercerita lalu 

mengajak saya ketempat sepi saat berada di tempat sepi pelaku menyuruh A 

untuk menonton film Porno kurang lebih dari satu menit. Deki langsung 

membuka celana A dan memegang kemaluan korban dan mengoral kemaluan 

korban. lalu pelaku menyuruh korban untuk menaikan celananya dan korban 

pergi meninggalkan pelaku.  

Tidak sampai disana pelaku menyuruh A untuk melakukan pelecehan 

di belakang warung internet dan menyuruh korban melepaskan celana pelaku 

dan melakukan pencabulan selama 15 Menit. Setelah itu A menyuruh pelaku 

untuk berhenti dikarenakan takut akan ada temannya yang datang. Setelah A 

menaikan celana Pelaku mengancam A untuk jangan mengatakan kepada 

siapa-siapa. Dan pelaku juga membujuk dan merayu A dengan berkata “nanti 

saya belikan nasi kalau nurut”. 
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Setelah dari kejadian itu, Saksi Pelapor yang juga Ayah dari korban 

pencabulan dibawah umur. Melaporkan Deki aias Diki (pelaku) ke Kepolsek 

SU II Palembang untuk dimintai pertanggungjawaban. 

Dalam kasus tersebut menjadi acuan terhadap kasus kekerasan seksual 

dan Perlindungan hukum bagi saksi pelapor belumlah mendapat kepastian 

hukum dikarenakan beberapa kasus diatas saksi pelapor mendapat ancaman 

dari pelaku atau kerabat pelaku. Dengan hal ini maka penulis menulis judul 

skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR 

DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL” 

B. Rumusan Masalah  

a. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum saksi pelapor 

terhadap tindak pidana kekerasan seksual? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum kepada saksi pelapor 

terhadap tindak pidana kekerasan seksual? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian adalah : 

a. untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan perlindungan hukum 

mengancam terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan 

seksual 

b. untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap saksi pelapor tindak pidana kekerasan seksual  



 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan 

civitas mahasiswa lainnya untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan dibagian Teori dan Praktis tentang perlindungan hukum 

terhadap Saksi Pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual. 

 

2. Manfaat Praktis : 

a. diharapkan dapat digunakan sebagai infomrasi bagi masyarakat atau 

praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana kekerasan 

seksual dan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor 

b. dengan dibuatnya skripsi ini penulis harap dapat memberikan 

masukan kepada pihak kepolisian dan masyarakat dalam kekerasan 

seksual dan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor. 

 

E. Ruang Lingkup  

Adapun mengenai ruang lingkup ini adalah membahas mengenai 

bentuk-bentuk pengaturan perlindungan hukum yang diterima oleh saksi 

pelapor dalam mengungkap fakta suatu tindak pidana kekerasan seksual 

berdasarkan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Membahas 

mengenai perbandingan hukum antara negara Indonesia dengan negara luar, 



 

 

yang meliputi konsep, regulasi atau pengaturan hukum mengenai 

perlindungan hukum yang diterima oleh saksi pelapor. Dalam hal ini ruang 

lingkup permasalahan yang diangkat adalah kasus kekerasan seksual terhadap 

korban berusia 16 Tahun terhadap pelaku berumur 22 Tahun yang terjadi di 

Palembang, Sumatera Selatan.  

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum  

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Sajipto Raharjo awal mura 

muncul teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam 

atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan 

Zeno.
14

 Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu 

bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara 

hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan 

eksternal dari kehidupan manusia yang diwijudkan melalui hukum dan 

moral. 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari suatu kejahatan. 

Dalam hal ini penyusun menggunaka teori victimologi, secara etimologi, 
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victimologi berasal dari kata “victim” yang berarti korban dan “logos” 

yang berarti ilmu pengetahuan.
15

 

 

2. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Seara umum penegekan hukum dapat diartikan sebagai tindakan 

menerapkan perangkat saran hukum tertentu untuk memaksakan sanksi 

hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan 

tersebut, sedangkan menurut Sajipto Rahardjo.
16

 Penegakan hukum 

adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu 

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 

peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. 

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum tertelak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk 

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum 

mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang 

netral, sehingga dampak negatif atau positif terletak pada isi faktor-faktor 

tersebut. Faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, 
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merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.
17

 

Lebih lanjutnya kenapa dikatakan sebagai keberhasilan penegakan hukum 

mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tersebut, faktor ini 

mempunyai arti yang berkaitan dengan erat. Merupakan esensi serta tolak 

ukur dari efektivitas penegakan hukum.
18

 

 

G. Metode Penelitian  

Metode mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian 

ilmiah dan studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan c suatu sistem 

dari prosedur dan teknik penelitian.
19

 Metode penelitian merupakan logika 

dari penelitain ilmuah dan pembelajaran terhadap prosedur dan teknik 

penelitian.
20

 Adapun metode yang digunakan penyusunan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Jenis Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, maka penelitian ini tergolong 

penelitian hukum normatif-empiris. Yaitu dengan langsung 

kelapangan guna mengadakan penelitan pada obyek yang akan 

dibahas. Dan mengkaji bahan-bahan pustaka atau buku sebagai bahan 

utama. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu 
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penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang detail 

mungkin sifat suatu individu, keadaann dan gejala tertentu.
21

 Dengan 

menggunakan hukum empriris sebagai data pendukung data normatif 

maka diharapkan maka hukum tidak sekedar memberikan arti sebagai 

hukum positif tertulis saja, akan tetapi juga dapat memberikan makna 

sebagai sistem ajaran kenyataan. 

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian 

hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan 

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. 

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan 

hidup dimasyarakat. Adapun jenis penelitian ini terdapat tiga 

kateogori, yaitu; 

b. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan 

sosiologis, dan pendekatan Undang-Undang, yaitu pendekatan 

penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun 

modern untuk menggambarkan pengaruh satu fenomena terhadap 

fenomena lain.
22

 Yaitu dalam skripsi ini penulis menggunakan 

pendekatan hukum normatif-empiris. Studi pendekatan Undang-

Undang, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan 
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mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal lain yang berkaitan 

dengan isu hukum yang sedang diteliti.
23

 

Adapun juga pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dan kasus kekerasan 

seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Palembang, 

Sumatera Selatan. 

 

c. Jenis Data dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dan kuantitatif. 

a. Jenis Data Primer  

Jenis Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama, yakni data yang diperoleh untuk penulisan skripsi 

terhadap perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana 

kekerasan seksual. Jenis data primer merupakan keterangan, 

pernyataan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari penelitian 

di lapangan. Adapun yang termasuk dalam data primer dalam 

penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan seksual dan 

perlindungan terhadap saksi pelapor. Data primer yang digunakan 

adalah kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diperoleh 

dari Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, yaitu: 
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a. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah 

Sumatera Selatan, No: BP/331/XII/2017/Reskim 

b. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah 

Sumatera Selatan, No. BP/228/IX/2019/Reskrim 

b. Jenis Data Sekunder  

Jenis data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang 

sudah tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan dan 

hasil-hasil yang berwujud data yang diperoleh dari pihak Kepolisian, 

buku-buku mengenai perlindungan saksi pelapor, buku-buku 

mengenai kekerasan seksual yang bekaitan dengan penelitian empiris. 

Adapun data studi melalui bahan hukum terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.
24

 

Bahan hukum primer seperti: Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat 

hubungannya dengan data-data primer dan dapat membantu 

menganalisa dan memahami data hukum primer, meliputi 
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rancangan peraturan perundang-undangan. Hasil ilmiah para 

sarjana dan hasil-hasil penelitian.
25

 Didalam penulisan skripsi ini, 

penulis juga menggunakan jurnal hukum, internet dan sumber 

hukum lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan penunjang yang 

menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
26

  

 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian dalam skripsi ini dibagi 

menjadi dua, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian 

hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai 

data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya 

pendukung atau pelengkap.
27
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b. Studi Lapangan  

Studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara, dengan teknik wawancara berencana yaitu dengan 

menggunakan data pertanyaan sebagai pedoman untuk 

mengumpulkan data-data primer. Kemudian dikaitkan dengan 

buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang 

dibahas.
28

 

Adapun studi lapangan dalam penelitian yaitu: 

a. Populasi 

Dalam melakukan penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah kumpulan data populasi yang didapat 

dari penelitian terhadap kasus-kasus tindak pidana 

kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Palembang. 

b. Teknik sampel  

Penetapan sampel penelitian dilakukan dengan cara 

purposive sampling atau penarikan sampel secara purposif. 

Penarikan sampel secara purposif  merupakan cara 

penarikan sample yang dilakukan memilih subjek 

berdasarkan kiriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.
29
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Penarikan sampel ini dilakukan dengan mengambil data 

kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang 

c. Sampel 

Sampel yang digunakan adalah kasus-kasus tindak pidana 

kekerasan seksual yang diperoleh dari antara lain: 

a. Penegak hukum;  

terdiri dari 2 (dua) Penyidik  Kepolisian Resor Kota 

Besar Palembang 

b. Korban atau saksi pelapor;  

terdiri dari 2 (dua) Korban atau Saksi Pelapor di 

Kepolisian Resor Kota Besar Palembang 

c. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);  

terdiri dari 1 (satu) orang dari LPSK 

d. Advokat;  

terdiri dari 1 (satu) Advokat yang pernah 

menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan 

seksual 

 

e. Analisis Data 

Bahan yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara 

kualitatif, yaitu analisis bahan yang tidak menggunakan angka, 

melainkan memberikan gambaran-gambaran, atau deskriptif dengan 



 

 

kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan 

mutu/kualitas dari bahan dan bukan kuantitas. 
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